
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup 
Provinsi Djawa Tengah; 

a. bahwa hak memperoleh informasi dan keterbukaan 
informasi publik merupakan salah satu perwujudan nilai 
pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan 
tata kelola pemerintahan yang baik; 

b. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik dan 
terukur dalam bentuk satu data merupakan bentuk 
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan kewajiban 
bagi pemerintah; 

c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Satu Data 
Indonesia di Kabupaten Semarang, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di 
Kabupaten Semarang; 

d. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, 
sehingga perlu diubah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang 
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten 
Semarang; 

BUPATI SEMARANG, 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2020 
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA 

DI KABUPATEN SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NO MOR ... TAHUN ... 

RAN CAN GAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI SEMARANG 



(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf b mempunyai tugas: 
a. memeriksa kesesuaian Data yang 

disampaikan oleh Produsen Data sesuai 
dengan prinsip Satu Data Indonesia; 

b. menyebarluaskan Data dan Metadata di 
Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; 
dan 

c. membantu Pembina Data dalam membina 
Produsen Data. 

(2) W alidata sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan di bidang komunikasi 
dan informatika, persandian dan statistik. 

Pasal 10 

1. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai beriku t: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu 
Data Indonesia di Kabupaten Semarang (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 69) diubah 
sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG 
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI 
KABUPATEN SEMARANG. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salat:iga dan 
Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Menetapkan 



( 1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dalam 
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat 
Satu Data Indonesia. 

(2) Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai 
tugas: 
a. memberikan dukungan dan pelayanan 

teknis operasional dan administratif kepada 
Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah. 

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat ex­ 
officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh 
bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah di lingkungan badan yang 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
perencanaan, penelitian dan pengembangan. 

Pasal 13 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

(3) W alidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibantu oleh Walidata Pendukung. 

(4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan pejabat yang 
menduduki jabatan sebagai sekretaris di masing- 
masing PD. 

(5) Tugas Walidata Pendukung meliputi: 
a. memeriksa kesesuaian Data yang 

disampaikan oleh Produsen Data sesuai 
dengan prinsip Satu Data Indonesia; 

b. membantu Walidata dalam 
menyebarluaskan Data dan Metadata di 
Portal Satu Data Daerah. 



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 

DJAROT SUPRIYOTO 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Diundangkan di U ngaran 
Pada tanggal 

NGESTI NUGRAHA 

BUPATI SEMARANG, 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 
Kabupaten Semarang. 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 


